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SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor   179/Pdt.P/2019/PA.Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili  perkara-

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan di

Kantor Kecamatan  Caringin,  Hakim  telah  menjatuhkan  Penetapan  dalam

perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh: 

Dadi bin Dayat, tempat lahir Sukabumi, tanggal lahir 01 November 1978, umur

41 tahun,  agama Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan

Buruh, tempat tinggal di kampung Sunggapan RT. 14

RW.  4 Desa  Cikembang Kecamatan  Caringin

Kabupaten Sukabumi,  Sebagai Pemohon I;

Olis  binti  Karim, tempat  lahir  Sukabumi,  tanggal  lahir  30  Desember  1984,

umur  35 tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan  Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal

di  kampung  Sunggapan RT. 14 RW.  4 Desa

Cikembang Kecamatan  Caringin  Kabupaten

Sukabumi, Sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca  berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa,   Pemohon  dengan  surat   permohonannya  tertanggal

11  April  2019,  yang  telah  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama
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Cibadak  dengan  register  perkara  Nomor   179/Pdt.P/2019/PA.Cbd

mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : 

1. Bahwa  pada  tanggal  05  Juni  1998,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor

Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi; 

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus  Duda dari

pernikahan sirri dalam usia  30 tahun, dan Pemohon II berstatus  Perawan

dalam usia 21 tahun, ijab kabul pernikahan dilangsungkan antara Pemohon

I dengan wali nikah Ayah Kandung bernama Karim, dan dihadiri saksi nikah

lebih  dari  dua  orang  diantaranya  masing-masing  bernama  M.  Iyas dan

Ujang Kamal dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang telah

dibayar tunai; 

3. Bahwa antara Pemohon I  dan Pemohon II  tidak ada pertalian nasab,

pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat

dan  tidak  ada  larangan  untuk  melangsungkan  pernikahan,  baik  menurut

ketentuan  hukum  Islam  maupun  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku;

4. Bahwa  setelah  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  hidup  rukun

sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  dikaruniai  2  (dua)  orang  anak;

bernama :

1. M Ilham, Tgl. Lahir 25-08-2001

2. Rafli. Tgl. Lahir 11-11-2010

5. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu

pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai saat  ini  Pemohon I  dan Pemohon II  tidak mempunyai

kutipan akta nikah,  karena pernikahan Pemohon I  dan Pemohon II  tidak

terdaftar  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Caringin dengan  alasan

petugas lalai dalam mendaftarkan perkawinan Pemohon;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Kutipan Akta

Nikah tersebut untuk kepastian hukum, mengurus dokumen kependudukan

dan kepentingan hukum lainnya;
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8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada

Majelis  Hakim  untuk  menetapkan  sahnya  perkawinan  antara  Pemohon  I

dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Juni 1998;

9. Bahwa untuk berperkara di Pengadilan Agama Cibadak, Pemohon I dan

Pemohon  II adalah  orang  yang  tidak  mampu  untuk  membayar  biaya

perkara, oleh  karenanya  Pemohon  I  dan  Pemohon  II memohon  kepada

Ketua Pengadilan Agama Cibadak untuk berperkara secara cuma-cuma;

Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak c/q Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan  sah  pernikahan  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II   yang

dilangsungkan  pada  tanggal  05  Juni  1998 di  wilayah  Hukum  Kantor

Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II  agar mendaftarkan

pernikahannya kepada Pegawai  Pencatat  Nikah Kantor  Urusan Agama

Kecamatan  Caringin Kabupaten  Sukabumi untuk  mencatat  pernikahan

Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II

hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon

II tertanggal   11 April 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Cibadak dengan Register perkara Nomor  179/Pdt.P/2019/PA.Cbd yang isinya

tetap dipertahankan oleh para Pemohon; 

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  para  Pemohon

menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut : 

Bukti  P-1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 3202310111780003,  An.

Pemohon  I,  dan  Fotocopy  Kartu  Tanda  Penduduk  nomor

3202317012840001,  An.  Pemohon II yang telah dibubuhi materai
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secukupnya  (dinazagelen)  dan  telah  dicocokan  dengan  aslinya

diberi   kode P.1;

Bukti P-2. Fotocopy Kartu  Keluarga Nomor  3202312508100023,  atas  nama

Pemohon  I,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan

dan Catatan Sipil  Kabupaten Sukabumi pada tanggal  22 Januari

2014  lembar  fotokopi  tersebut  telah  bermeterai  cukup  dan  telah

dinassegelen  kemudian  diparaf  oleh  Ketua  Majelis  dan  diberi

kode P.2;

Bahwa  selain  bukti  tertulis  tersebut  di  atas,  Pemohon  juga  telah

mengajukan  dua  orang  saksi  yang  telah  memberikan  keterangan  di  bawah

sumpah sebagai berikut: 

Saksi I :

M. Iyas bin Kutsi, 54 Tahun, Buruh, SD, tempat kediaman di   Sunggapan RT.

14 RW.  4 Desa  Cikembang Kecamatan  Caringin  Kabupaten

Sukabumi;

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa benar hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai

suami-isteri;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan

Pemohon II  yang dilaksanakan pada tanggal   05 Juni  1998  yang

dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin

Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II  dilaksanakan

secara  syariat  Islam,  yang  bertindak  sebagai  wali  adalah   Ayah

Kandung Pemohon II bernama Manta, dan dihadiri saksi nikah lebih

dari  dua  orang  diantaranya  masing-masing  bernama  M.  Iyas dan

Ujang Kamal  dengan mas kawin berupa  emas 2 gram yang telah

dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah;

- Bahwa saat  menikah Pemohon I  berstatus   perjaka sementara

Pemohon II berstatus  perawan ;

- Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  sampai  saat  ini  masih

beragama Islam;
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- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II  tidak mempunyai hubungan

saudara, baik hubungan sedarah maupun sesusuan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang

anak; 

- Bahwa   Pemohon  I  selama  membina  rumah  tangga  dengan

Pemohon II, tidak pernah bercerai, tidak keluar dari agama Islam dan

Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;

- Bahwa  perkawinan  ini  diisbatkan   agar  para  Pemohon  untuk

legalitas hukum perkawinan mengurus dokumen kependudukan dan

kepentingan hukum lainnya;

Saksi II :

Jenal bin Ayep, tempat lahir Sukabumi, tanggal lahir 09 November 1982, umur

57 tahun,  agama Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  Buruh,  tempat

tinggal  di kampung Sungapan RT. 14 RW.  4 Desa  Cikembang

Kecamatan Caringin  Kabupaten Sukabumi; 

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa benar hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai

suami-isteri;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan

Pemohon II  yang dilaksanakan pada tanggal   05 Juni  1998  yang

dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin

Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II  dilaksanakan

secara  syariat  Islam,  yang  bertindak  sebagai  wali  adalah   Ayah

Kandung Pemohon II bernama Manta, dan dihadiri saksi nikah lebih

dari  dua  orang  diantaranya  masing-masing  bernama  M.  Iyas  dan

Ujang Kamal  dengan mas kawin berupa  emas 2 gram   yang telah

dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus  perjaka  sementara

Pemohon II berstatus  perawan ;

- Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  sampai  saat  ini  masih

beragama Islam;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II  tidak mempunyai hubungan

saudara, baik hubungan sedarah maupun sesusuan;
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- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang

anak; 

- Bahwa   Pemohon  I  selama  membina  rumah  tangga  dengan

Pemohon II, tidak pernah bercerai, tidak keluar dari agama Islam dan

Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;

- Bahwa  perkawinan  ini  diisbatkan   agar  para  Pemohon  untuk

legalitas hukum perkawinan mengurus dokumen kependudukan dan

kepentingan hukum lainnya;

Bahwa  selanjutnya  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  menyampaikan

kesimpulan  secara  lisan  yang  pada  pokoknya  tetap  pada  permohonannya

masing-masing dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini,  maka segala

sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah

termuat  dan  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dari

Penetapan ini; 

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan

Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; 

Menimbang,  bahwa  setelah  Hakim  mempelajari  surat  permohonan

Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara

bidang perkawinan penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989, sedangkan berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda penduduk), telah

terbukti pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten

Sukabumi, oleh karena itu Hakim menyatakan bahwa perkara ini baik secara

absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  pokok  permasalahan  adalah

Pemohon  I  dan  Pemohon  II  mengajukan  permohonan  pengesahan

perkawinan/istbat  nikah  ke  Pengadilan  Agama  Cibadak,  dengan  alasan

Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal

05  Juni  1998, namun  pernikahan  tersebut  tidak  tercatat  di  Kantor  Urusan

Agama  setempat,  sedangkan  saat  ini  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  sangat

membutuhkan  pengesahan  nikah  tersebut  dari  Pengadilan  Agama Cibadak,

guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
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serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Caringin Kabupaten Sukabumi;

Menimbang  bahwa  dengan  alasan  tidak  mengerti  akan  pentingnya

Pencatatatan Pernikahan dan tidak mampu menutupi biaya pembuatan buku

nikah maka sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta

Nikah  yang  berarti  pernikahan  tersebut  tidak  tercatat  pada  Kantor  Urusan

Agama  setempat,  oleh  karena  itu  Pernikahan  para  Pemohon  diragukan

keabsahannya  sehingga  perlu  diitsbatkan  terlebih  dahulu  untuk  kemudian

dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon

telah mengajukan bukti-bukti  tertulis berupa P.1 sampai dengan P.2 dan dua

orang  saksi  sebagaimana  tersebut  diatas,  yang mana bukti  tertulis  tersebut

telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil  sebagai  alat  bukti  begitu  pula

keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu

sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut

dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  permohonan  Pemohon  I  dan

Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-

saksi  tersebut  diatas,  maka Majelis  Hakim telah  dapat  menemukan fakta di

persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

− Bahwa    Pemohon  I  telah  melaksanakan  pernikahan  dengan

Pemohon II  pada tanggal  05  Juni  1998  dilangsungkan di  wilayah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi; 

− Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian

kerabat  semenda  dan  pertalian  sesusuan  serta  memenuhi  syarat

dan  tidak  ada  larangan  untuk  melangsungkan  pernikahan,  baik

menurut  ketentuan  hukum  Islam  maupun  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku;

− Bahwa  pada  saat  menikah  status  Pemohon  I  adalah   duda

sementara Pemohon II berstatus  perawan ;

− Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II

belum pernah bercerai, tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak

mempunyai isteri selain Pemohon II;
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− Bahwa  dari  pernikahan  tersebut,  Pemohon  telah  dikaruniai   2

(dua) orang      anak yang bernama : 

M Ilham, 25-08-2001

Rafli, 11-11-2010

− Bahwa  sampai  saat  ini  tidak  ada  pihak  lain  yang  keberatan

terhadap          pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; 

− Bahwa  benar  perkawinan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak

tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

− Bahwa,  itsbat  nikah  ini  diajukan  agar  perkawinan  Pemohon  I

dengan Pemohon II mempunyai dasar hukum yang sah serta untuk

dasar pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin

Kabupaten Sukabumi;

  Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  Hakim

berkesimpulan  bahwa  perkawinan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  yang

dilaksanakan  pada   tanggal   05  Juni  1998  yang  dilangsungkan  di  wilayah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Caringin  Kabupaten  Sukabumi, telah

memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam, sehingga

Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II

telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat

dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil  alih menjadi

pertimbangan Majelis Hakim yang artinya : “  Pengakuan seseorang bahwa ia

telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya

perkawinan yang lalu, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

diatas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan  Pemohon I dengan Pemohon II

telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan ketentuan Pasal 14 Kompilasi

Hukum  Islam,  serta  diantara  keduanya  tidak  terdapat  halangan  nikah

sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

Tentang Perkawinan; 

Menimbang,  bahwa  permohonan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  untuk

mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana

diatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang

Nomor  23  Tahun  2006,  tentang  Administrasi  Kependudukan  yang  mengatur
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bahwa  penduduk  yang  beragama  Islam  wajib  melaporkan  perkawinannya

kepada Kantor Urusan Agama setempat, setelah perkawinannya itu ditetapkan

oleh  Pengadilan.  Oleh  karena  itu  permohonan  para  Pemohon  untuk

mencatatkan  perkawinannya  tersebut  kepada  Kantor  Urusan  Agama  Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Caringin  Kabupaten  Sukabumi, sebagaimana

termuat dalam Petitum Nomor 3 Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II

patut untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  89  ayat  (1)  Undang-

undang  Nomor  7  Tahun  1989,  yang  telah  diubah  dengan  Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009 jo huruf g SEMA No. 1 th. 2014 tentang Tatacara Pelayanan dan

Pemeriksaan perkara voluntair Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu, maka

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan

Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;  

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan  sah  pernikahan  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II   yang

dilangsungkan  pada  tanggal  05  Juni  1998 di  wilayah  Hukum  Kantor

Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II  agar mendaftarkan

pernikahannya kepada Pegawai  Pencatat  Nikah Kantor  Urusan Agama

Kecamatan  Caringin Kabupaten  Sukabumi untuk  mencatat  pernikahan

Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sebesar  Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu  rupiah);

Demikian  penetapan  ini  dijatuhkan  di  Caringin,  pada  hari   Kamis

tanggal 02 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya’ban 1439 H., oleh

Dra.  Hj.  Jubaedah,  S.H.,  M.H sebagai  Hakim Tunggal,  didampingi  Drs.  E.

Arifudin  sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan yang terbuka untuk

umum dengan dihadiri  Pemohon I dan Pemohon II;                        

               Hakim
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Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H

                                                          Panitera Pengganti

    Drs. E. Arifudin                     

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran     : Rp.     30.000,-

2. Biaya Proses              : Rp.    50.000,-

3. Biaya Panggilan         : Rp.  200.000,-

4. Biaya Redaksi            : Rp.     10.000,-

5. Biaya Materai             : Rp.      6.000,-

                                     ----------------------

   Jumlah                           Rp.  296.000,-

( dua ratus sembilan puluh enam  ribu  rupiah )

Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya,

PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

Drs. E. Arifudin
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